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BAB V 

PENUTUP 

5.1. kesimpulan 

 Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama 

melaksanakan penelitian tentang peran kepolisian terhadap peredaran uang palsu 

ditinjau dari pasal 244 KUHP maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1.   Bahwa peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pemalsuan 

dan peredaran uang palsu, jika tindakan Preventif yaitu dengan cara 

memberikan pembinaan dan penyuluhan terkhusus kepada masyarakat umum 

dan instansi instansi yang bergerak di bidang keuangan yang bekerjasama 

dengan Sat Binmas dan Bank Indonesia; sedangkan tindakan Represif yaitu 

segera memberikan tindakan sesuai prosedur Kepolisian yang ada bilamana 

adanya laporan/ informasi yang masuk dari masyarakat maupun Bank 

Indonesia perihal adanya peredaran uang palsu guna kepentingan tindak lanjut 

penyelidikan dan penyidikan Kepolisian untuk mengungkap sumber pengedar 

dan pembuat uang palsu. Prosedur yang dimaksud yaitu dimulai dari tahapan 

penyelidikan, penindakan, penyidikan, sampai ke pemberkasan untuk 

selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum serta menjerat para pelaku 

tersebut.  
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2.   Faktor yang menjadi penghambat Polres Bone Bolango dalam mencegah 

dan menanggulangi pemalsuan dan peredaran uang palsu, yang pertama 

mengenai faktor pendorong yaitu peran serta aktif dan koordinasi antara 

Perbankan dan masyarakat dengan cara segera melaporkan setiap temuan uang 

yang diragukan keasliannya ataupun uang palsu kepada Kepolisian terdekat 

atau kepada Bank Indonesia setempat untuk selanjutnya diklarifikasi 

keasliannya. Sedangkan hambatannya, hambatan Preventif dari Internal yaitu 

kurangnya sarana dan prasarana mengenai biaya operasional dan jumlah 

personel anggota Kepolisian. Biaya operasional cepat terkuras karena 

dipergunakan untuk membuat spanduk, baliho, dan sebagainya serta jumlah 

personel Kepolisian yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk di wilayah 

Kabupaten Bone Bolango menjadi penghambat pelaksanaan tugas, dan 

hambatan dari Eksternal yaitu kurangnya antusias dan partisipasi dari 

masyarakat mengenai kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan 

oleh Kepolisian mengenai informasi uang palsu. Hambatan Represifnya yaitu 

jaringan sindikat pelaku yang terorganisir, bersifat tertutup, dan memiliki 

mobilitas yang tinggi.  

5.2. Saran 

Polres Bone Bolango seharusnya memperkuat kerjasama antar kesatuan 

Kepolisian lainnya dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai 

peredaran uang palsu terutama terhadap pemahaman mengenai 3D (Dilihat, 

Diraba, Diterawang) sampai ke seluruh wilayah Banyumas sehingga masyarakat 
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dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu dan dapat segera 

melaporkan bila menemukan uang palsu. 
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